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PRINSIP KEHATI-HATIAN PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH

A. Prinsip Kehati-hatian (Prudential Principle)
1. Pengertian

Prinsip kehati-hatian atau disebut jugaudential principle diambil
dari kata dalam Bahasa InggriBrudent” yang artinya‘Bijaksana”. Istilah
prudent sering dikaitkan dengan fungsi pengawasan bank ndanajemen
bank. Dalam dunia perbankan istilah itu digunakatuki "asas kehati-hatian”
oleh karena itu, di Indonesia muncul istilah pengsan bank berdasarkan
asas kehati-hatian, yang selanjutnya asas keh#énhgersebut digunakan
secara meluas dalam konteks yang berbeda‘beda.

Prudent yang berarti bijaksana atau asas kehati-hatian bukanlah
merupakan istilah baru, namun mengandung konsepai dalam menyikapi
secara lebih tegas, rinci dan efektif atas berbaggko yang melekat pada
usaha bank. Jadgirudential merupakan konsep yang memiliki unsur sikap,
prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemekaisank yang sedemikian
rupa sehingga dapat menghindari akibat sekecil wapapang dapat
membahayakan atau merugikatakeholdersterutama para depositor dan

nasabal.

! Permadi Gandapradj@asar dan Prinsip Pengawasan Bankakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2004, him. 21
2 Ibid, him. 22
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Menurut Veithzal Rivai dalam bukuslamic Financial Managemeht
Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuknbhaga Keuangan,
Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa, menjelaskan bainiwaip kehati-hatian
merupakan prinsip untuk melindungi pembiayaan darbagai permasalahan
dengan cara mengenal costumer baik melalui identti@on costumer,
dokumen pendukung informasi dari calon costumersgdragainya.

Prinsip kehati-hatian dapat didefinisikan sebagaatis asas atau
prinsip yang menyatakan bahwa dalam menjalankamgsfudan kegiatan
usahanya wajib bersikap hati-hati dalam rangkarndahgi dana masyarakat
yang telah dipercayakan kepadafya.

Prinsip kehati-hatian sendiri secara umum dipetiaa berdasarkan

landasan yang tertuang dalam Al-Qur'an. Surat Alidién : 49°

+F0-3 ¢Y0OUOL Ao NORG ENNOCrO¢H EAEEQa 3 H QOO0
JEDOIOKIOrEe S @0 FLDLOAN, -0 20l] (ANEROrx <+ @0
+ S0 5 $Y000M Lo 98 GARD O IR QARG wHIO O
6 r9O% 00 JLMEY NG o0 BI04 10000 QR B HEv0wRO
CALDEERE KGRIZOKORO Eym |85 + 563 <COOKBRO
YO OCwe e BIMQHE S-COBY*X OOQROS & L &BHO€:D>0
& A 4020000 Hw
Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkaraamtara mereka menurut
apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mkwuijihawa nafsu
mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap merekmaga mereka
tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yanghreiturunkan

Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukumng Telah

% Veithzal Rivai,Islamic Financial Managemenieori, Konsep dan Aplikasi Panduan
Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Prakigi MahasiswaJakarta: Kharisma Putra
Utama Offset, 2008, him. 617

* Rachmadi UsmarAspek-Aspek Hukum Perbankan di Indoneikarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama, 2001, him.18

® Kitab Suci Al Quran Departemen Agama Republikdndsia, him. 168
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diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa SesunggahnAllah
menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mdissiaabkan
sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnyaykdaanmanusia

adalah orang-orang yang fasik.”

Tujuan prinsip kehati-hatiarP(udential Principle)secara luas adalah
untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kestalstemdiembaga keuangan.
Dalam bidang yang lebih sempit yaitu bidang pemdmay prinsip kehati-
hatian bertujuan untuk menjaga keamanan, kesehdtan kelancaran
pengembalian pembiayaan dari para nfitra.

2. Prinsip Kehati-hatian dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008
Tentang Perbankan Syariah

Konsekuensi yuridis sebagai lembaga yang menarika ddari
masyarakat, perbankan syari'ah hendaknya mampu efwdagkegiatan
usahanya berdasarkan prinsip kehati-haf@mndential principle) Untuk itu
lembaga keuangan perlu melakukan studi kelayéleasibilty studyysebelum
memberikan pembiayaan kepada nasabahnya.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam pasal 26 &)
menyebutkan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha &yaalam melakukan
kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kelaidin Penjelasan
mengenai pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa dedagka menjamin

terlaksananya pengambilan keputusan dalam ranghkgefmaan bank yang

® permadi Gandapradjap.cit him. 22
" Abdul Ghofur Anshori, Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan,
Lembaga Pembiayaan dan Perusahaan Pembigyédagyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, him. 183
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sesuai dengan prinsip kehati-hatian, bank memdén menetapkan, antara
lain sistem pengawasan intérn.

Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian, pasal 3%ddg-Undang
Perbankan Syariah, menyebutkan bahwa perbankan iatsyawajib
menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan keuahganpa neraca
tahunan dan perhitungan laba rugi tahunan sertpelpsanya yang disusun
berdasarkan prinsip akuntansi syariah yang berlakuwum, serta laporan
berkala lainya, dalam waktu dan bentuk yang didalam peraturan Bank
Indonesi&’,

Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwg giamaksud
dengan ‘prinsip akuntansi syariah yang berlaku umuaahalah standar
akuntansi syariah yang ditetapkan oleh lembaga yaegvewenang.
Sehubungan dengan pengaturan kewajiban penyampa&aca dan
perhitungan laba rugi tersebut untuk terlebih dahdiaudit oleh kantor
akuntan publik, yang dimaksud adalah kantor akuptaniik yang memiliki
akuntan dengan keahlian bidang akuntansi syatiah.

Kepentingan nasabah dan pihak lain yang harusddifigi perbankan
syariah ditegaskan dalam pasal 36 UU perbankaniabydrahwa dalam
menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan uaetya, Bank Syariah
dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak meangidank syariah dan

kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.

8 Abdul Ghofur Anshori, Implikasi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Perbranka
Syariah Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018, B2

® Zubairi Hasan,Undang-Undang Perbankan Syarialakarta: Rajawali Grafindo
Persada, 2009, him. 113

1% pid
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Hal ini dipertegas dalam pasal 39 UU perbankan iayabahwa
perbankan syariah dan UUS wajib menjelaskan kepadabah mengenai
kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungamgde transaksi nasabah
yang dilakukan melalui bank syariah dan atau UUS.

Selanjutnya pasal 37 menegaskan bahwa Bank Indomesietapkan
ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran darmtadarkan prinsip
syariah, pemberian jaminan, penempatan investasat doerharga yang
berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yapatddilakukan oleh bank
syariah dan UUS kepada nasabah penerima fasitaassakelompok nasabah
penerima fasilitas yang terkait, termasuk kepadagadaan dalam kelompok
yang sama dengan bank syariah dan UUS yang bergandk

Penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah olek bgariah dan
UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetanmdalelunasanya,
sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan dyamiah dan UUS.
Mengingat bahwa penyaluran dana dimaksud bersudavtedana masyarakat
yang disimpan pada bank syariah dan UUS, resikg géradapi bank syariah
dan UUS dapat berpengaruh pula kepada keamanamueyarakat tersebut.
Oleh karena itu, untuk memelihara kesehatan dara dapanya, bank
diwajibkan menyebar resiko dengan mengatur pergalatau pemberian

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pembeaimman ataupun fasilitas

1 bid, him. 114
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lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat paasabah debitur atau
kelompok nasabah debitur terteftu.

Makna penting dari prinsip kehati-hatian adalahbBekan Syariah
maupun Lembaga Keuangan Syariah harus dikelolaatkebgik. Penyaluran
dana atau pembiayaan yang dilakukan harus berdasapertimbangan
ekonomis dan profesionalisme, bukan berdasarkaimyiamgan lain di luar

kepentingan ekononi?

3. Kriteria Pengawasan Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian

Dalam penyaluran dana atau pembiayaan berdasarikaipgsyari’ah,
bank umum maupun BPR wajib mempunyai keyakinanasendan analisis
yang mendalam atas i'tikad dan kemampuan sertanggspan nasabah
debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalir@ambiayaan sesuai
dengan perjanjiatf*

Menurut Nindyo Pratomo, lembaga keuangan wajib meyai
keyakinan berarti wajib secara hati-hati memutuskemtuk memberikan
pembiayaan kepada nasabah debitur karna dana gangdesalurkan melalui
pembiayaan tersebut adalah dana masyarakat yaetcayakan kepadanya,
menerapkan prinsip kehati-hatian secara tidak lamgserarti memelihara

kepercayaan yang diberikan oleh nasabah kepadatgnbrsebut

12 Jundiani,Pengaturan Hukum Perbankan Syariah Di IndoneMalang: UIN Malang
Press, 2009, him.170

13 Zubairi Hasanop.cit,him.115

4 Badriyah Harun,Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasal¥logyakarta: Pustaka
Yustisia, 2010, him. 11

1> Abdul Ghofur Anshorilmplikasi Pengaturan Penyelesaian Sengketa, oflait, 19
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Adanya manajemen yang buruk mengakibatkan tinglegiko
kerugian semakin besar dan dapat mengancam peagagasaran anggota
serta kelangsungan bank itu sendiri, sehingga peldimya pengawasan terkait
aktifitas yang dilakukan bank maupun lembaga keaargnya.

Manajemen yang buruk ditandai dengan adanya kelnjajkang
memperbolehkan bank dalam menanamkan dananya ken datet yang
rendah kualitasnya, mengambil resiko berlebih ggjan tidak mampu
mendeteksi kemrosotan kualitas aset dan posigiamgh, penilaian aset tidak
realistis termasuk dalam melakukan kualifikasi kaal pembiayaan. Karena
di bawah manajemen yang buruk, pengawasan banknmuekesulitan yakni
tidak tepatnya waktu atau terlambatnya dalam mekdetproblem yang
dihadapi.

Prinsip utama yang digunakan dalam melakukan peaggw
berdasarkan asas kehati-hatian ad&lah:

1. Asas perbankan yang sehat menekankan aspek l&sjid#olvabilitas,
provitabilitas, aspek resiko lainya, seperti kl&sisi pembiayaan,
pencadangan resiko kerugian, konsentrasi pembiaydam kualitas
manajemen sebagai pendukung dari penilaian atasatigek tersebut tetap
diperhatikan .

2. Prinsip lain yang menjadi kriteria pengawasan b&mkdasarkan asas
kehati-hatian adalah asas perkreditan atau pendnayang sehat. Asas ini

berpedoman pada prinsip 5C dalam menilai pembiayaén: character,

' permadi Gandapradjap.cit, him. 23
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capacity, capital, collateral,dan condition of economic.Kejelasan
kebijakan manajemen perkreditan atau pembiayaasegur, dan pedoman
penilaian pembiayaan serta kecermatan dan konsistepaenerapanya
menentukan kualitas pembiayaan yang diberikan.
Peran pengawasan berdasarkan asas kehati-hatiah atemastikan
apakah lembaga keuangan tersebut memiliki kebijakanmosedur, dan

pedoman penilaian pembiayaan serta menguji konsispelaksanaany3.
4. Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Dana

Setiap proses penyaluran dana harus mengacu kkphbijakan yang
berlaku,di antaranya:
1. Prosedur penyaluran dana yang sehat
Setiap pejabat bank yang berhubungan dengan peagatiana harus
menempuh prosedur yang sehat dan benar, termagsédorr persetujuan
penyaluran dana, dokumentasi dan administrasi pestsedur pengawasan
penyaluran dan® Maksud dari prosedur penyaluran dana yang sehat
adalah bahwa setiap calon nasabah harus melaltui puases penilaian
yang dilakukan secara objektif, yang memberikanak&an, bahwa
nasabah tersebut dapat mengembalikan kewajibarepadi bank sesuai
dengan perjanjian. Prinsip dasar dari penyalurara deang sehat adalah
mengerti, memahami, menguasai dan melaksanakarsipribBC+S

(character, capacity, capital, condition, collatéidan sesuai syari’ah).

17 i
Ibid
8 Muhammad Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syarbgyakarta: Ul Press,
2009, him. 95
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2. Penyaluran dana yang mendapat perhatian khusus

Yaitu penyaluran dana kepada pihak-pihak yang merkatentuan Bank

Indonesia termasuk pihak terkait dan 25 nasabaledar.

Kebijakan pokok penyaluran dana tersebut ditetagkdagai berikut:

a. Dalam rangka pengamanan usaha bank dan penyelesi&n, rmaka
bank wajib menetapkan Batas Maksimum Pemberianit{pedyaluran
dana (BMPK). Besarnya BMPK mengacu pada ketentaag perlaku.

b. Bank tidak menganut perbedaan kebijakan penetapasygratan
penyaluran dana kepada pihak-pihak tersebut di atas

3. Perlakuan terhadggafondering

Bank dilarang melakukaplafonderingterhadap penyaluran dana dalam

bentuk piutang jual beli yang terindikasi bermasaldengan cara

menambahkamarginyang tertunggak dan pokok menjadi harga beli baru.
4. Prosedur penyelesaian penyaluran dana bermasalah

Pada prinsipnya penyelesaian penyaluran dana balahasharus

didasarkan kepada program tindak lanjut yang tdibhat dan disetujui

oleh komite penyaluran dana, dengan mengacu padsigpenyaluran
dana yang sehat dan sesuai fatwa Dewan Syariabrigh$DSN).
5. Tata cara penyelesaian agunan diambil alih bank

Pada prinsipnya hal ini untuk mengurangi resikoyp&rran dana yang

bermasalah. untuk itu, pihak bank harus menetapkata cara

pengambilalihan jaminan dan pelepasannya agar tidakbul

permasalahan di kemudian hari.



27

Dalam menentukan besarny@lafon bagi nasabah pihak terkait
diperlukan adanya ketentuan khusus. Hal ini untgtinrdungi kepentingan

dan kepercayaan masyarakat serta memelihara tikgkahatan bank.

1) Batas Maksimum Pemberian Kredit/Penyaluran DanaRBM
Pemberian fasilitas penyaluran dana kepada nasatmemcakup
penyediaan dana dan atau barang yang dapat dipaandengan itu
berdasarkan kesepakatan bersama. Cakupan tersmbuastk dalam
aturan BMPK sebesar 10% sesuai ketentuan yandkberla

2) Cara penghitungan
Perhitungan BMPK didasarkan atas jumlah yang tarbedari
penjumlahan penyediaan dana gi&fonpenyediaan dana.

3) BMPK Perorangan dan Kelompok
Nasabah perorangan adalah nasabah yang mempegiletatau lebih
fasilitas penyediaan dana. Sedangkan kelompok la#alapulan nasabah
yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal:erkdikan,
kepengurusan dan atau hubungan keuangan.

4) BMPK pihak terkait dengan bank
Yang dimaksud dengan pihak terkait adalah: Pemegaigm yang
memiliki 10% atau lebih dari modal disetor bank, gfota dewan
komisaris, Anggota direksi, serta Pejabat banknkan BMPK kepada
pihak terkait baik secara individu maupun keselarusebesar 10% dari

modal yang disetor, sesuai peraturan perudanganhentaku.

19 1bid, him.97-99
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5) BMPK untuk perusahaan dalam kelompok yang samaaatelgnk
Perusahaan yang sebagian atau seluruh sahamnyiidieh bank yang
bersangkutan. BMPK gabungan untuk seluruh perusahdalah sebesar
20% dari modal bank.

6) Penyaluran dana yang berisiko tinggi
Bank wajib melakukan penilaian secara berkesinagdunmengenai
sektor ekonomi, segmen pasar, kegiatan usaha daabata yang
mengandung risiko tinggi. bank harus memahami dampuonyai sikap
kehati-hatian yang tinggi dalam penyaluran danaa#tepnasabah untuk
memperkecil risiko terjadinya penyaluran dana beatzd.

Di dalam penyaluran dana, bank juga mempunyai aatagan
larangan yang harus ditetapkan secara khusus:

1. Penyaluran dana yang bertentangan dengan syari’ah
Setiap penyaluran dana yang tidak sesuai denganabydan kebijakan
pemerintah, wajib ditolak. Bila dilakukan juga, itartinya sudah
mengubabh prinsip dasar bank yang berlandaskariagysiam.

2. Penyaluran dana untuk tujuan spekulasi
Tidak diperkenankanya memberikan penyaluran danag yhersifat
spekulasi, karena hal tersebut tidak mencerminkesurkgguhan dalam
berusaha dan termasuk ungharar danmaysir(penipuan dan judi).

3. Penyaluran dana yang diberikan tanpa informasirkgamm yang cukup
Penyaluran dana tanpa informasi keuangan yang (&lassparan) dan

tidak objektif akan membahayakan nasabah dan bendirs
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4. Penyaluran dana yang memerlukan keahlian khusus
Bagi pejabat yang tidak menguasai bidang atau leeatialam suatu usaha
yang akan diberi penyaluran dana hendaknya menapekigpada ahlinya.
5. Penyaluran dana kepada nasabah bermasalah
Tentang nasabah yang akan dibiayai (bila diperlykaiia tergolong
bermasalah hendaknya diajukan ke komite penyalwama. Komite
tersebut akan memutuskan tindak lanjut rencanagherayy dana yang

akan diberikarf’

B. Pembiayaan
1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan vyaitu pemberian fasilitas penyediaana damtuk
memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupalefisit unit** Pembiayaan
atau financing merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatik péna
untuk mendukung investasi yang telah direncanakaik dilakukan sendiri
maupun lembaga.

Pembiayaan adalah Penyediaan uang atau tagihan gapgt
dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan ataep#kstan pinjam

meminjam antara bank dengan pihak lain yang mekajilpihak peminjam

% Muhammad, Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syari'ah (Pamdureknis
Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan pada Banki&lygry ogyakarta: Ull Press, 2009, him.
53-54

2L Muhammad Syafi'i AntonioBank Syariah dari Teori ke Praktekakarta: Gema Insani
Press, 2001, him. 160
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untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu riertelitambah dengan
imbalan atau pembagian h&<il.

Pembiayaan dapat didefinisikan sebagai transaksyeukaan dana
dan atau barang serta fasilitas lainnya kepadébahsgng tidak bertentangan
dengan syariah Islam dan standar akuntansi perbasyariah, serta tidak
termasuk jenis penyaluran dana yang dilarang ménketentuan Bank

Indonesig®

2. Tujuan Pembiayaan

Adapun tujuan pemberian pembiayaan secara umumadaia :

a. Mencari keuntungan, keuntungan sangat penting ddtalangsungan
hidup lembaga keuangan dan dapat membesarkan yaahan

b. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana.

c. Membantu pemerintah diberbagai bidang. Bagi pertadrinsemakin
banyak pembiayaan yang disalurkan oleh pihak lemlk@gangan, maka
semakin baik, mengingat semakin banyak pembiayaeartbada kucuran
dana dalam rangka peningkatan pembangunan dibeérdeldar, terutama
sektor riil.

d. Untuk meningkatkan daya guna uang karena dengaerikhinnya
pembiayaan maka akan berguna untuk menghasilkandpdan jasa.

e. Serta untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

22 Muhammad RidwanManajemen Baitul Maal Wa TamwiXogyakarta: Ull Press,
2004, him. 163

2 MuhammadSistem dan Prosedur Operasiomal, op laiin. 94

24 Kasmir,Dasar-Dasar Perbankanlakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, him.105
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3. Fungs Pembiayaan

Fungsi pembiayaan antara |&h:
a. Meningkatkan daya guna, peredaran barang danitéiis luang.
b. Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
c. Meningkatkan aktivitas investasi dan pemerataaulgastan.
d. Sebagai aset terbesar yang menjadi sumber pendapdiasar bank.
Dalam pemberian fasilitas pembiayaan terdapat wumssur yang
harus diperhatikan di antaran¥fa:
a. Kepercayaan
Yaitu suatu keyakinan pemberian suatu pembrayfzank) bahwa
pembiayaan yang diberikan baik berupa uang atauyjasg akan benar-
benar diterima kembali dimasa mendatang. Kepercayaaiberikan oleh
bank kepada calon anggota/mitra karena sebelumuaglahsdilakukan
penyelidikan bagaimana situasi dan kondisi calgygata.
b. Kesepakatan
Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjamjimmana masing-masing
pihak menandatangi hak dan kewajibannya. Kesepakptmbiayaan
dituangkan dalam akad pembiayaan yang ditandatantginkedua belah

pihak, yaitu bank dan mitra disaksikan oleh notaris

% MuhammadModel-Model Akad Pembiayaan, op, &itm. 46
%6 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnyakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2002, him. 94
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c. Jangka waktu
Jangka waktu ini mencakup masa pengembaliatbipgaan yang telah
disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak pelabiayaan yang
tidak memiliki jangka waktu.

d. Risiko
Adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan ebabian suatu
risiko tidak tertagihnya/macet pemberian pembiayg&emakin panjang
suatu pembiayaan maka semakin besar risikonya.

e. Balas Jasa
Merupakan keuntungan atas pemberian pembiagsau jasa tersebut.
balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provisi, damis{ serta biaya
administrasi bagi bank kovensional, pembiayaanebens merupakan
keuntungan utama suatu bank. Sedangkan bagi badkdaekan prinsip
syariah balas jasanya adalah dalam bentuk badi hasi

4. Prinsip Analisis Pembiayaan

Kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh lenm@akeuangan
syariah terhadap layak atau tidaknya suatu pemdmyantara lain dengan
mengunakaiThe5C principlesdi antarany&’

1) Character(watak)
Merupakan watak atau sifat seseorang (calon nagayehy mana watak
dari orang yang akan diberikan pembiayaan benaarbéarus dapat

dipercaya. untuk membaca watak dapat dilihat deerlbelakang baik

%" Kasmir,Dasar-Dasar Perbankan, op.chim 117
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latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat giils@perti gaya hidup
dan jiwa sosialnya. Dari watak tersebut dapat diggd ukuran mengenai
“kemauan” nasabah untuk melunasi pembiayaan.

2) Capacity(kemampuan)
Analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalaslunasi
pembiayaan, dilihat dari kemampuan nasabah dalangef@a usahanya
untuk memperoleh dan menghasilkan laba. Kemampuaditiubungkan
dengan pengalamanya dalam mengelola usaha.

3) Capital (modal)
Dalam modal ini yang dilihat adalah jumlah dana gyahmiliki calon
anggota untuk membeli barang yang diperlukanya damjalankan
kegiatan usahanya. Analistapital juga menilai dari sumber mana saja
modal yang ada, termasuk prosentase modal yangnakgan untuk
membiayai usaha yang akan dijalankan, berapa nsetliri dan modal
pinjaman.

4) Condition of economitkondisi ekonomi)
Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga menilaidisinekonomi
sosial dan politik yang ada dan penilaian kondigu&idang usaha yang
dibiayai hendaknya memiliki prospek yang baik sgban kemungkinan
pembiayaan tersebut bermasalah relatif kecil.

5) Collateral (agunan)
Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah Ib&ikupa fisik

maupun non fisik. jaminan hendaknya melebihi jump@imbiayaan yang



34

diberikan. Serta harus diteliti keabsahan dan kpsemaany&® Jaminan
tidak diciptakan untuk menjamin pulangnya modal aget untuk
meyakinkarperformance mudharibesuai dengan batasan-batasan kontrak

dan tidak main-main. Seperti yang dijelaskan defamat Al-Bagarah: 283
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Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'data tidak secara
tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penMeka
hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (glehg
berpiutang), akan tetapi jika sebagian kamu memp@aic
sebagian yang lain. Maka hendaklah yang dipercaytai
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklahergakwa
kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para i¥aks
Menyembunyikan persaksian dan Barang siapa yang
menyembunyikannya. Maka Sesungguhnya ia adalahgoyang
berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yaagwu
kerjakan”.?°

Seperti contoh Bank muamalat Indonesia juga mekam@danya
agunan seperti halnya bank konvensional, padaipnys semua bentuk
pembiayaan dapat dimintai agunan kecuali pembiayaatharabahtidak

diperlukanya agunan karena resiko pembagian kegatudan kerugian

*® |bid, him 119
# Kitab Suci Al Quran Departemen Agama Republikdndsia, him.71
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mudharabahsudah jelas. Praktik pembiayaamudharabahjuga dimintai
agunan semata-mata untuk melaksanakan prinsipitettin

Selain analisis 5C, terdapat juga analisis dengayanu>
. PersonalityYaitu menilai nasabah dari segi kepribadiaanya #tegkah
lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. Penilaafjuga mencakup
emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam haslapi suatu
masalah dan menyelesaikanya.
. Party Yaitu mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikestentu atau
golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, itagahasabah serta
karakternya.
. Purpose Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam menijamb
pembiayaan yang diinginkan nasabah. Termasuk fmsbiayaan yang
diinginkan nasabah.
. ProspectYaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang alk&ang
apakah menguntungkan atau tidak, apakah mempunyaspgk atau
sebaliknya.
. Paymentyaitu bagaimana cara nasabah mengembalikan penabigyang
telah diambil atau dari sumber mana saja dana uptrhgembalian
pembiayaan yang diperolehnya.
. Profitabilty Yaitu menganalisis bagaimana kemampuan nasabalm dala

mencari labaProfitabilty diukur dari periode ke periode apakah akan tetap

%9 Abdul Ghofur Anshorilmplikasi Pengaturan Penyelesaian Sengketa, oflait, 24
31 Kasmir,Dasar-Dasar Perbankan, op.¢ctlm.120
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sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengdaken pembiayaan
yang akan diperolehnya.

7. Protection Yaitu bagaimana menjaga pembiayaan yang dikucuokeim
bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindundapat berupa
jaminan barang atau jaminan asuransi. Dengan nalakan prinsip 5C
atau 7P sebagai analisis pembiayaan yang akarkdibeiepada nasabah,
artinya lembaga keuangan sudah melaksanakan pkielsiti-hatiar'

5. Penilaian Studi Kelayakan Pembiayaan

Disamping analisis pembiayaan dengan 5C dan 7Rsiprpenilaian
pembiayaan dapat pula dilakukan dengan studi kietayaterutama untuk
pembiayaan dalam jumlah yang relatif besar. Adapemilaian pembiayaan
dengan studi kelayakan meliputi:

1. Aspek Hukum
Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keasl@kumen-
dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh caloggota, seperti akte
notaries atau sertifikat tanah dan dokumen lainya.

2. Aspek Pasar dan Pemasaran
Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha mitra seigadan di masa yang
akan datang.

3. Aspek Keuangan

%2 Abdul Ghofur Anshorilmplikasi Pengaturan Penyelesaian Sengkepecit, him. 24
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Merupakan aspek untuk menilai kemapuan calon rda@tam membiayai
dan mengelola usahanya. dari aspek ini akan tergabdvapa besar biaya

dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan dipergdehn

4. Aspek Operasi/Teknis
Merupakan aspek untuk menilai letak ruangan, lokaaha dan kapasitas
produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana pdasarana yang
dimilikinya.

5. Aspek Manajemen
Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manwasig gimiliki oleh
perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun sedji&st

6. Aspek Ekonomi/Social
Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dasialsoyang
ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutamadaphmasyarakat.

7. Aspek AMDAL
Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yalken timbul
dengan akan adanya suatu usaha, kemudian carperar@gahan terhadap

dampak tersebdt.

C. Akad Mudharabah

1. Pengertian

% Kasmir,Bank dan Lembaga Keuangan Lainngp.cit, him. 94
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Mudharabahsecara etimologi di ambil dari=_¥! 8 «_»all yang

artinya: 53l Jaull” yakni, melakukan perjalanan untuk berdagéng.

Seperti yang dikemukakan oleh Sayid Sabiq yang reekdn

definisimudharababsebagai berikut:
DAYT ) a8 Lasaa il e o sl G e 1 Lis Lgs 3 saailall
adde lasile Cas Lagin o )l (05S00 o 4 e
Yang dimaksud mudharabah disini adalah suatd akséara dua pihak
dimana salah satu pihak memberi uang (modal) kepmiaak lain untuk
diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungagidiliantara mereka
berdua sesuai dengan kesepakatan méreka.

Mudharabahadalah perjanjian antara suatu jenis perkongdiamna
pihak pertamashohibul maal)penyedia dana dan pihak ked{mudharib)
bertanggung jawab atas pengelolaan usaha, keumtumagil usaha dibagi
sesuai nisbah porsi bagi hasil yang telah disepbketama sejak awal apabila
rugi shohibul maalakan kehilangan dananya denudharibkehilangan hasil
kerja keras damanagerial skillselama proyek berlangsung.

Menurut istilah syaramudharabahdikenal sebagai suatu suatu akad
atau perjanjian atas sekian uang untuk dipertindakah amil (pengusaha)
dalam perdagangan, kemudian keuntunganya dibagikamara keduanya

menurut syarat-syarat yang ditetapkan terlebih Walinaik dengan sama rata

maupun dengan kelebihan yang satu atas yand®lain.

¥ Sayid SabigFigh As-Sunnahluz 3, Cet Ill, Bairut: Dar Al-Fikr, 1981, him12
35 i
Ibid
% Wirosq Pemghimpunan Dana dari Distribusi Hasil Usaha B&yariah Jakarta: PT.
Grasindo, 2005, him. 34
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Mudharabahsecara teknis adalah akad kerja sama usaha ahtara
pihak dimana pihak pertam@hohibul maal)menyediakan seluruh (100%)
modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola, kewan mudharabah
dibagi menurut kesepakatan yang tertuang dalanmrdosedangkan apabila
rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugitin bukan akibat
kelalaian pengelola, seandainya kerugian itu datkdn karena kecurangan
atau kelalaian pengelola maka pengelola yang Hagttsnggung jawab atas

kerugian tersebuf.

2. Dasar Hukum Akad Mudharabah

Secara umum, landasan dasar syariahmudharabah lebih
mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Halamipak dalam ayat-
ayat dan hadits berikut ini:

a. Al-Qur'an

ORNx 4QLEERNOL>40 $QORORER-¢ 160
PugPre 0L Q0N 44T500 ©VIOTDa S
EXED kLo
Artinya: “........ dan dari orang-orang yang berjatadi muka bumi mencari
sebagian karunia Allah SWTAI-Muzammil: 20)®

QO WHNe O8RY ALDECONHIR “= @418

J2SETNMH0 TP HE ¢RI G A B DA I A0 ex

& A S

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari kaeun(rezki hasil
perniagaan) dari Tuhanmu........ (Al-Bagarah: 198y

b. Al-Hadits

3" Muhammad Syafi'i Antoniopp.cit, him. 95
% Kitab Suci Al Qur'an Departemen Agama Republikdndsia, him. 990
% bid, Surat Al-Bagarah, him. 48
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de G o) Baaw OIS - B8 4l Legie ) iy (ibie 0l 555}
a4 el anlia e da jidl 4y jlias Jlal xds 13) calladll
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“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasnya Sayyidinbb&s bin Abdul
Mutholib jika memberikan dana ke mitra usahanyasedudharabah
la mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengaruagtan,

menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli teyaaly berparu-
paru basah. Jika menyalahi peraturan tersebut, ydmegsangkutan
bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikarsigarat-syarat
tersebut kepada Rosulullah SAW dan Rosulullah méroledkanya.”

(HR Thabranif°

c. ljma’
Imam Zailai, dalam kitabnya Nasbu ar Rayah, teladmyatakan
bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadajnéesi pengolahan
harta yatim secaranudharabah Kesepakatan para sahabat ini sejalan

dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid dalatalikAl-Amwal.

3. Rukun dan Syarat-Syarat Mudharabah

Mudharabah dianggap sah setelah memenuhi rukun dan syarat-
syaratnya, adapun rukun dalam ak&wutiharabahyaitu:**
a. Pemilik modal ¢hohibul magl adalah pihak pertama yang bertindak
sebagai pemilik dana, yang mempercayakan danabtgrsatuk dikelola

olehmudharib

40 Muhammad Syafi'i Antoniogp.cit, him. 96
“ MuhammadModel-Model AkadPembiayaanop.cit, him 105
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Pelaksana usahan(dharif adalah pihak kedua yang bertindak sebagai
pengelola usaha dari dana yang disalurkan stefibul maal

Objek adalah konsekuensi logis dari tindakan yatakakan oleh kedua
belah pihak, dimana pemilik modal menyerahkan dgmagbagai objek
mudharabah sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjabggase

objekmudharabalyang bisa berbentuk keahlian atau keterampilan.

. Nisbah keuntungan adalah rukun yang khas dalam akagharabah

nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak ditaroteh kedua belah

pihak yang benudharabah

Persetujuan kedua belah pihdial§ Qobu) adalah kesepakatan untuk

mengikatkan diri dalam akadudharabah

Sedangkan syarat yang harus dipenuhi datardharabatadalah*?

Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang ##reroleh penyedia

dana kepadeudharibuntuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:

a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.

b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinjika modal
diberikan dalam bentuk aset maka aset tersebuts hdinilai pada
waktu akad.

c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus ditkan kepada
mudharih baik secara bertahap maupun tidak yang sesuajaden

kesepakatan dalam akad.

“2bid, him. 107-108
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2) Keuntunganmudharabahadalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan
dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harugdihi:

a. Harus diperuntukan bagi kedua pihak dan tidak bdisyaratkan untuk
satu pihak

b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihakshdiketahui dan
dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan dé&lenuk prosentase
(nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan, Femhbasbah harus
sesuai kesepakatan.

c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibdharabahdan
pengelola dana tidak boleh menanggung kerugian uspdgcuali
diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelglatu pelanggaran
kesepakatan.

3) Kegiatan usaha oleh pengeldiaudharib) sebagai perimbangan modal
yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhdial-hal berikut:
a. Kegiatan usaha adalah hak ekslusifidharih tanpa campur tangan

penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak melakukaggveasan.

b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakangebeia
sedemikian rupa yang nantinya dapat menghalangagamya tujuan
mudharabahyaitu keuntungan.

c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariat Istitam tindakanya
yang berhubungan dengarudharabahdan harus mematuhi kebiasaan

yang berlaku dalam aktifitas itu.

4, Jenis-Jenis Akad Mudharabah
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Secara umummudharabah terbagi menjadi dua macam yaitu:
Mudharabah MutlagaldanMudharabah Mugayyadatt
a. Mudharabah Mutlagah
Yaitu bentuk kerja sama antarshohibul maal dan mudharib yang
cakupanya sangat luas dan tidak dibatasi olehfg{essijenis usaha, waktu
dan daerah bisnis. Dalam pembahasan figih ulansusaSaleh seringkali
dicontohkan dengan ungkapiial ma syi'ta (lakukan sesukamu) dalam hal
ini shohibul maamemberikan kekuasaan sangat besar kepadiarib.
b. Mudharabah Muqgayyadah
Yaitu merupakan kebalikan damnudharabah mutlagghtdalammudharabah
mugayyadahpengelola usahgmudharib) dibatasi dengan jenis usaha,
waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ingkali mencerminkan

kecenderungan umumahohibul maabalam memasuki jenis dunia usaha.

5. Manfaat Akad Mudharabah

Manfaat akadnudharabatsendiri di antarany&*

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil padalsmamtungan usaha
nasabah meningkat.

2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepatsmbah pendanaan
secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendaphtiisaha bank,
sehingga bank tidak akan pernah mengalagative spread

3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan deocasim flowarus kas

usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasababh.

43 Muhammad Syafi’'i Antoniogp.cit, him. 97
*Ibid
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4. Bank akan lebih selektif dan hati-hgtrgdent)mencari usaha yang benar-
benar halal, aman, dan menguntungkan karena kegamuyang konkrit
dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

5. Prinsip bagi hasil dalaimudharabahini berbeda dengan prinsip bunga
tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayemabah) satu
jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang tkhasinasabah,
sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

6. Resiko Akad Mudharabah

Resiko yang tedapat dalamudharabah terutama padpenerapanya
dalam pembiayaan, relative tinggi di antaranya:
1. Side streamingnasabah menggunakan dana itu bukan seperti yaagudi
dalam kontrak.
2. Lalai dan kesalahan yang disengaja
3. Penyembuyian keuntungan oleh nasabah, bila nasgbébak jujur®
Fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSN-MUI/IV/20@htang
pembiayaamudharabatf'®
a) Penyaluran dananudharabahadalah penyaluran dana yang disalurkan
oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yaodyktif
b) Dalam penyaluran dana ini LKS sebagaiohibul maal(pemilik dana)
membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha)ngkda pengusaha

(nasabah) bertindak sebagaiidharibatau pengelola usaha.

**Ibid, him. 98
46 MuhammadModel-Model Akad Pembiayaaop.cit, him. 106
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c) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana pdarbagian
keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan eK&ath pengusaha.

d) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telapakati
bersama dan sesuai dengan Syariah dan LKS tidak siéxia dalam
manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempungki untuk
melakukan pembinaan dan pengawasan.

e) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengas: gellam bentuk
tunai dan bukan piutang.

f) LKS (shahibul maal) menanggung semua kerugian akibat dari
mudharabahkecuali jika nasabafmudhari) melakukan kesalahan yang
disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

g) Pada prinsipnya, dalam pembiayaarudharabahtidak ada jaminan,
namun agarmudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat
meminta jaminan darmudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya
dapat dicairkan apabilanudharib terbukti melakukan pelanggaran
terhadap hal-hal yang telah disepakati bersamandalad.

h) Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan ma&ka&nipembagian
keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikamaf@SN.

i) Biaya operasional dibebankan kepadadharib.

j) Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan gban atau
melakukan pelanggaran terhadap kesepakatadharibberhak mendapat
ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

7. Batasan-Batasan dalam Pembiayaan Mudharabah
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Dalam memberikan pembiayaamudharabahkepada nasabah untuk
menghindari terjadinya resiko dapat menetapkan shathbatasan tertentu
kepadamudharibyang biasa disebut dengartentive-compatible constrains

Dalam memberikan batasan-batasan terhadap pemipenmabiayaan
mudharabahmenurutAdiwarman Karim terdapat 4 panduan umum, yditu :
1. Menetapkan kovenan (syarat) agar porsi modal daakpmudharimya

lebih besar dan/ atau menggenakan jamirtaghér stake in net worth

and/or collatera). Dalam prateknya, kovenan (syarat) yang dapat
diterapkan berupa :

a. Penetapan nilai maksimal rasio hutang terhadap mBda porsi modal
mudharib dalam suatu usaha relative tinggi, isensifnya urttekiaku
tidak jujur akan berkurang dengan signifikan, karea juga akan
menanggung kerugian atas tindakan itu.

b. Penetapan agunan berugixed asset. Penggunaan jaminan akan
mencegahmudharib melakukan penyelewengan karena jaminan yang
sudah diberikannya itu menjadi harga dari penyetgar perilakunya
(character rish.

2. Menetapkan kovenan (syarat) agandharibmelakukan bisnis yang resiko
operasinya lebih rendglower operating risk).

Kovenan (syarat) yang dapat diterapkan berupa:tBeae rasio maksimal

biaya operasi terhadap pendapatan operasi. Hadimaksudkan agar

mudharibmenjalankan operasi bisnisnya secara efisien.

“’Adiwarman Karim, Bank Islam, Analisis Figh dan Keuangadakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2004, him. 202-205
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3. Menetapkan kovenan (syarat) agandharibmelakukan bisnis dengan arus
kas yang transparato(ver fraction of unobservable cash flpw
Dalam prateknya, kovenan (syarat) yang dapat gikaraberupa :

a. Memonitoring secara acak. ini dimaksudkan untuk gaembil sampel
ada tidaknya penyimpangan arus kas.

b. Memonitoring secara periodik. Dalam metode mmudharib didorong
untuk menyiapkan laporan periodik atas bisnis ydib@gyai

c. Laporan keuangan diaudit. Cara monitoring yanghléoimpleks adalah
dengan melibatkan pihak ketiga sebagai auditor.

4. Menetapkan kovenan (syarat) agamdharibmelakukan bisnis yang biaya
tidak terkontrolnya rendatofver fraction of non-controllable cogtdalam
prakteknya, kovenan (syarat) yang dapat diteraplkanpa :

a. Revenue sharinglalam bisnis yang biaya tidak terduganya besatuten
hal ini akan menjadi sumber perselisihan antarailpeniana dengan
mudharib tentang siapa yang akan menanggung biaya-biayabtérs
sehingga untuk menghindari adanya perselisihaelats pemilik dana
dapat menetapkan kovenan (syarat) berupa :

- Biaya-biaya yang tidak terduga sepenuhnya mengadjgung jawab
mudharib.
- Seluruh biaya ditanggung olehudharih atau dengan kata lain yang

dibagi hasil adalarevenue.
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b. Penetapan minimaprofit margin pemilik dana dapat menetapkan
minimal tigkat profit margin dari setiap barang/jasa yang dijual oleh

mudharibyang dibiayai oleh pemilik dana.



